
PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI 

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK 

I. Umum 

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan 
terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai 
sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari 
usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, 
perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama. 

Air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari badan 
air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). 
Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan 
menimbulkan kerusakan lingkungan baik sekala kecil maupun luas.  

Dalam pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik peran pemerintah 
daerah menjadi sangat penting dan strategis, yang dilakukan dengan 
menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air 
limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 
domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren dan 
berkesinambungan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut diperlukan biaya 
yang tidak sedikit oleh sebab itu 

Retribusi Penyedotan kakus dan Retribusi pengolahan limbah cair domestik 
sangat diperlukan, sekaligus dalam rangka memberikan legalitas dalam 
pembinaan, engawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengolahan limbah 
kakus dan cair domestik di Kota Banjarbaru. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis 
dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian 
dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

 

 

Pasal 5... 



Pasal 5 

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” merupakan pelayanan 
yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan 
untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan 
dirasakan oleh Orang Pribadi maupun Badan Usaha. 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas  

Pasal 9 

 Cukup jelas 

Pasal 10  

 Bagian (b) Layanan penyedotan kakus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun 
sesuai dengan PERATURAN MENTERI PEKERJAAKN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANNOMOR 04/PRTM/2017 
TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH 
DOMESTIK. 

Pasal 11 

 Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15 

 Cukup jelas 

Pasal 16 

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan”adalah bahwa 
seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapa diserahkan 
kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti 
bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak 
ketiga.  

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18... 



 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Bagian (3) Yang dimaksud dengan ”keadaan di luar kekuasaannya” 
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib 
Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah 
bencana alam. 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 

 

Pasal 31... 



 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 
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